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10.3. Hakim yang Sesat Dalam Memutus Perkara.  

Lihat UUno.14 tqhun 1970 yang sudah direvisi.kutip semua hlm 122 sampai 

hlm 124. 

        Catatan; Secara sederhana, Hukum Penitensier adalah hukum yang khusus 

membicarakan pidana dan pemidanaan. 

1. Pidana kurungan; 

a. Biasanya dijatuhkan pada kejahatan yang bersifat kealpaan; 

b. Dijatuhkan sebagai pidana pengganti denda. 

Pidana dan Pemidanaan.(Lamintang , hlm. 34). 
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Pidana (Hamel); Penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan  oleh 

kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 

sebagai penanggung jawab atas ketertiban hukum umum bagi seorang 

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 

peraturan hukum yang harus ditegakkan leh negara. 

Pidana (Simon), Suatu pendritaan yang oleh undang-undang pidana telah 

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 

putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yan bersalah. 

Pidana (Algra - Janssen);Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk 

memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu tindakan yang tidak 

dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian 

dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, 

kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak telah melakukan 

suatu tindak pidana. 

Catatan: Tentang salah kaprah, kadarkum, seharusnya kepatuhan/ketaatan 

hukum bukan kesadaran. 

Mencuri melanggar pasal, seharusnya mencuri sesuai pasal. 

Pidana = hukum, pidana itu kata benda, jadi tujuan pidana, yang benar tujuan 

pemidanaan sebab pemidanaan kata keadaan atau kata sifat. 

Mempidana = menghukum kata kerja. 

Pemidanaan = penghukuman = menetapkan hukum = memutuskan tentang 

hukumnya, bukan menjatuhkan hukum.   

Berhubung ini kuliah Hukum Penitensier, maka yang dimaksud hukuman adalah 

pemidanaan, sudah tidak menyangkut hukum perdata dan sebagainya. 

Jenis-jenis pidana menurut KUHP pasal 10 adalah pidana pokok dan pidana 

tambahan, Undang-undang No. 20 tahun 1946 tgl 31 Oktober 1946 dalam berita 

Republik Indonesia II, menambah satu macam pidana pokok, yaitu pidana 

tutupan. 
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Pidana Kurungan, pidana pokok ke 3, ialah: Pidana berupa pembatasan 

kebebasan bergerak dengan cara menutup orangtersebut dalam sebuah LP, 

dengan kewajiban orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 

dalam LP, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 

melanggar peraturan tersebut. 

Hanya dijauhkan pada; orang dewasa; 

Orang yang melakukan pelanggaran. 

Sebagai pidana alternatif pada kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja, 

alternatif dari pidana penjara. 

Berhubung antara kesengajaan dan kelalaian hanya sedikit perbedaan, maka 

hakim diberi kesempatan memilih pidana penjara atau kurungan. 

- pengganti pidana denda yang tak membayar. 

- Pidana Kurungan terdorong oleh 2 (dua) kebutuhan. 

1. Kebutuhan adanya pidana sederhana yang berupa pembatasan kebebasan 

bagi delik-delik yang ringan, misalnya pelacuran; 

2. Kebutuhan adanya pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak 

begitu mengekang bagi delik-delik yang sifatnya pelangaran.  

Lamanya pidana kurungan, minimal 1 (satu) hari maksimal 1 (satu) tahun, dan 

dapat diperberat menjadi 1 tahun 4 bulan apabila, samenloop, residivis, pegawai 

negeri.     

   1.2. Definisi Hukum Penitensier. 

Utrecht, Hukum Penitensier merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu 

bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, 

lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta sanksi itu 

dilaksanakan. 

Catatan: Sanksi tidak hanya ditentukan dalam KUHP saja, namun juga dalam 

perundang-undanan lain, misalnya dalam Undang-undang Tindak Pidana 

Korupsi, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perkawinan, 

Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan sebagainya. 

Hukum Penitensier hanya menitikberatkan pada sistem hukuman yang ada 

dalam KUHP, sebab Hukum Penitensier umum sebagai bagian dai Hukum 
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Pidana Umum. Sedangkan Hukum Penitensier Anak mengacu pada KUHP dan 

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Sanksi itu –berupa hukuman dan tindakan- merupakan satu sistem, dan sistem 

inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier atau commune straafrecht.  
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